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Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatap, Seke,.
Terhadap Perempuan Dan Anaj S

Dr. Mompang L, Pan
Fakultas Hukum Univgrg;iitggi:(ris?én'f l(’1‘.Hum
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Abstrak
Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak se
dipicu oleh berbagai hal yang merupakan dampak d
constitutum antara lain yang diatur di dalam Kitab Und
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dala
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
yang mendalam dan komprehensif tentang penang
perempuan dan anak dalam suatu kebijakan legislati
dalam mencapai tujuan pemidanaa
dalam RUU KUHP Tahun 2015.

makin marak g In ;

ari perkembangan (:::sa'?;kkaren'a :
ang-undang Hukyn Pidana Uat. [
M Rumah Tangga dan yy Vo,
Tahun 2014 tentang Perubah, v
Oleh sebab ity perlu dilakukan T‘aﬁa:__-,

gulangan kejahatan seksual ke
-5 ter '
; f.sebagal lus consh’tuendurn, ter:lf: g o
N yang bersifat integral sebagaimana dinyatakanm:i"

Kata kunci: Kebijakan legislatif, kejahatan seksual terhadap P€rempuan dan anak
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dapat juga terjadi secara beruntun/terus menerus misalnya kejshatan seksusl
dalam keluarga atau yang dilakukan oleh seorang kekasih, pun kokerassn seisual
yang dilakukan oleh anggota militer pada saat terjadi perang atau rerusuhan

Banyak motif atau alasan terjadinya kekerasan ini, antara lain karena kondisi
mental pelaku yang terganggu (sakit jiwa), karena tingkah laku karban yang
"mengundang”, karena dominasi laki-laki dalam struktur budaya atay mavyaraiest
Indonesia, dan sebagainya.

Pemahaman dan penanggulangan kejahatan seksual terhadap perempuan dan
anak senantiasa menarik dan perlu dilakukan, mengingat hal tersebut merupakan
masalah kemanusiaan yang menyangkut perlindungan hukum dan hak asau
manusia. Meskipun telah ada piranti hukum yang memberikan perlindungan bag
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual namun bukan berart
bahwa produk legislatif yang ada kita telah mampu mengakomaodasi berbagai
pemikiran yang menjadi tuntutan kaum perempuan dan anak Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan belum efektifnya perlindungan hukum bag
perempuan dan anak dalam menghadapi dan menyelesaian kasus-kasus segers
kekerasan domestik (domestic violence), berupa istri yang diserang suami, 5%
disiksa suami, pasangan yang disiksa, kekerasan dalam dalam rumah tangga, ansk
yang mengalami percabulan atau kekerasan seksual lainnya.

Sejak tahun 2013, melalui Catatan Tahunan (Catahu), Komisi Nasiona! Ant
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah memberi alarm keras
tentang meningkatnya gang rape/perkosaan kolektif oleh sejumlah pelaku, antara
lainmencuatnyakasus-kasus seriusyang menimpasiswidengan pelaku kawan-<awan
sekolahnya, perempuan diperkosa kolektif di transportasi publik, dan lainnya. Data
Catahu 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari jumlak kasus
sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam
bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak
18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, darl data
sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggl
adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab)
terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM Masa Lalu, tes keperawanan & inanitus
pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalab limtas usia, termasuk
anak-anak jadi pelaku’

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap apak di Tanah Alr memingkat 100
persen dari tahun-tahun sebelumnya Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAS] menyebutkan, angka korban gelecehan seisual terhadap anak semakin
URgE! selap tahun’ Indaneila belakangan didaulat sedang menghadapi darurat
psme'sduism dan pelecehan sekiual fronisnya provins Aceh tergalong yang paling
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lan terhadap perempuan dap
at kasus pencabu

?a::zkz(rﬁzni::catat 147 kasus pelecehan seksual terhadap ana
a

umur).? iasi Indonesi e
Bantuan Hukum Asosiasl Perempuan sia Untyk Keagy. . 8
Aleliel\:l:,t::graenggara Timur mencatat banyargzaAﬁ;U;#ksrasan seksua|l:ae:h(lﬁH. :
erempuan dan anak-anak yang ditangani LBK . MINgga tahup 5, Ay
P em‘patkan daerah dengan pe.nduduk sekitar 5,03 Jut.a orang inj 3 telgy,
LZTi;a dari 34 Provinsi di Tanah Air. Tahun 2013-2015 dari 64 kass ang ditg‘?SESi
mereka terdapat 12 kasus kekerasan se.ksual r(]IJ_EBI'_C?;)bllJ|H“) yang rata-rat, kOrba:ma
Jdalah masih terkategori anak-anak, jumlahini belum termasuk yay itangnya.
LSM lain seperti Rumah Perempuan Kota Kupang, Pusat Pelayanap Te anj
pemberdayaan Perempuan dan Anak, (P2TP2A) serta LPA anak NTT g, .
LSM di sejumlah kabupaten di NTT. Data lain menyebutkan,ﬂ tah.un 2015, me:%
NTT masuk kategori darurat kekerasan t.e.rhadap a-nak Versi Arist Merday, Sira?:
dari Komnas Anak. Menurutnya, kategori itu merujuk pada data dari 21,600 iuta
pelanggaran hak anak di Indonesia, 58 persen berupa kejahatan seksual, Posisi
dalam hal kekerasan perempaun dan anak juga didukung dengan data day; St
The Children, sebuah lembaga non pemerintah yang beraktivitas di Kupang, nry
yang mencatat kekerasan terhadap anak di dagrah ini, paling banyak terjadi dalam
lingkungan keluarga dengan capaian angka sekitar 93%.* -

Dari laporan Komnas Perempuan, Len_terg Lintas Indonesia mencatat bahwa
setiap hari ada 35 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, Dengan
kata lain, dua dari tiga perempuan jadi korban kekerasan seksual. Dari sejumy,
12.812 perempuan yang disurvei, ada 46,7% pernah mengalami kekerasan seksugl,
Di samping itu, 83% dari 12 responden transgender menjadi korban kekerasan
seksual.Kekerasan seksual menurutKomnas Perempuan mencakup kekerasansecars
verbal, fisik, pemaksaan melihat konten porno, intimidasi atau ancaman melakukan
aktivitas seksual, serta pemerkosaan. Pelecehan verbal dilakukan 70% oleh pelaky
tak dikenal, pelaku pelecehan seksual secara fisik dilakukan 57% oleh orang dekat,
dan sebanyak 69% pelaku kasus pemerkosaan ternyata adalah orang yang dikenal
dekat. Fakta survei juga menunjukkan bahwa 41% responden mengenal korban
kekerasan seksual dan 84% responden perempuan ternyata pernah mengalami
kekerasan seksual secara verbal. Yang tidak kalah mengejutkan, sebanyak 66%
korban pemerkosaan ternyata mengalaminya ketika mereka berada di baw'ah‘18
tahun, artinya, dua dari tiga korban korban pemerkosaan mengalami kelf“_j'an
traumatis itu saat masih di bawah umur. Banyaknya kasus kekerasan seksua_l tidak
sanggup menggerakkan mulut publik untuk bersuara. Hasil survei me_nunJUk*@"- _
bahwa 72% korban pemerkosaan tidak menceritakan pengalamannya dan ,ha"g_
6% korban yang melapor, dan dari jumlah tersebut hanya 1% yang diusut se‘?ﬁir /!
tuntas oleh penegak hukum, sisanya penghentian kasus, pelaku bebas atau bera E 3

3

anak-anak i |
k-anay d b(aﬂada o

“Inilah Provinsi Paling Rawan Pelecehan Seksual,” diunduh pada tanggal 20 Maret 2017 dart ht,tpjl‘ i
. 9W-Com/ld/inilah-provinsi-paIing-rawan-pelecehan-seksual/g-19260614
NTT urutan kelima kasus kekerasan seksual perempuan-anak,” diunduh pada tangga

s://elshinta.com/news/63114 -urutan-kelima-kasus-kekerasan
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dengan “damai” dalam berbagai bentuk.* Apabila dicermati, statistik kriminal yang
ada di kepolisian belum dapat menampung seluruh kejahatan seksual yang terjadi
di dalam masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh adanya angka gelap kejahatan (dark
number of crime). meskipun telah ada undang-undang tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak jarang, kejahatan ini masih tersembunyi
dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena
pengaruh budaya suku atau karena berbagai alasan yang mengakibatkan kejahatan
itu tidak terungkap. Akibatnya pemberitaan yang sesungguhnya mengenai angka
kejahatan seksual terhadap perempuan di dalam masyarakat tidaklah lengkap dan
komprehensif.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini,
sebagian kasus yang termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dapat
dijaring tetapi masih sebatas tindak pidana umum seperti kesusilaan, perkosaan,
percabulan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Pemberatan sanksi pidana
dimungkinkan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga
seperti terhadap ibu, istri, anak. Sejatinya, kejahatan seksual terhadap perempuan
dan anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Wacana tentang
kepentingan perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia
pada umumnya, yang sebelumnya tidak atau kurang diperhatikan dalam kebijakan
umum tentang hak asasi manusia. Meskipun dalam kondisi politik tertentu baik laki-
laki maupun perempuan mengalami kekerasan, tetapi karena aktor-aktor politik
didominasi oleh laki-laki, maka masalah yang dialami perempuan menjadi tidak
nampak, sehingga berbagai jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan acapkali
luput dari perhatian.

Permasalahan

Persoalan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kebijakan
legislatif dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak?

Makna Kebijakan Legislatif

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana mengandung makna: suatu
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai
dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat
Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan
penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ini harus ditempuh
dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach)
dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).t
* “Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia,” diunduh pada tanggal 20 Maret 2017 dari
http://wviw.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277-146296/pelecehan-seksual-verbal-
dianggap-lumrah-di-indonesia/

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.
30-32. Ditegaskan oleh beliau bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana melalui kedua

pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

a. Sebagai bagian dari kebijakan soslal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian
dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka
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.. akan huku i :
kebijakan p?:;gah <atu cabang dariilmu pengetahuap hukum pidana, politik
d Sgb;iz:upakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menegakkan hai asuam
pi an Si

masyarakat demokratis. Tanpa kejelasa

manusia dalam 'pembe:itr‘g?/g berl!agai norma dan sanksi yang ditentzkr::ngenai
politik hukum pldaﬂ:lsh ;ka" merupakan aturan-aturan mati yang tak 'eb'gala
hukum %osmfk;if;\i/nan penguasa dalam menciptakan hukum. Dengap 'potli_avri
ﬁﬁmﬂupizr;"a ak;n diperoleh kejelasan mepgenal arah dan tujuan pengatu::r[:
berbagai peraturan pidana dan peraturaq Iar::; yang n:e;aandung' sanksi Pidans
berikut aspek penegakannyd secara kor}knt. he{(nang‘da y apat disangka bahwy
pengakuan terhadap efektivitas suatu sistem hukum tidak semata-mata dieny
oleh peraturan yang sempurna atau hukum yang baik, tetapi juga dipengaruy
oleh faktor-faktor lain. Namun politik huk_um'pldana yang baik akan mendorong
keberadaan sistem hukum yang lebih menjamin kemanfaatannya dalam mengaty
kehidupan masyarakat.

pada dasarnya tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk
mencapai kesejahteraan sosial). Dengan mengamati ragaan berikut dapat
dimengerti bagaimana politik kriminal memberikan sumbangan terhadap upayz
pencapaian kesejahteraan sosial. Secara skematis apa yang dinyatakan oleh G. Peter
Hoefanagels dalam membahas tentang kebijakan atau upaya penanggulangan
kejahatan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, digambarkan dalam ragaan tentang
Hubungan Penegakan Hukum Pidana dengan Politik Kriminal dan Politik Sosid
sebagai berikut.’

b menca;':ai/ "fe"”"ja“E tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya); b
. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatny2 merupaka”

gian dari upaya perlindun i
gan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kej aaf) hakikatf?
. . lebih
merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) da‘am m ¥
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politik, sosio-filosofik, dan sosi ‘
Sobentt ek n:n sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi tef'}ad,?P muata"

. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, pembaharuan hukum pidan2 pad2
mengefektifkan penegakan hukum. '
N TN k i -nilai wsw-
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Social Welfare Policy
Boclal Policy
Tujuan
Soclal Defence Policy
Penal
Crminal Policy
Non Penal

Sehubungan dengan skema tersebut, G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa
“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement
policy ..... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.”
(Politik kriminal sebagai salah satu ilmu pengetahuan tentang kebijakan merupakan
bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan penegakan hukum .....
Kebijakan legislatif dan kebijakan penegakan hukum sebaliknya merupakan bagian
dari kebijakan sosial). Menurut pendapat Hoefnagels, fungsi dan peran media
massa (bahkan dalam pengertian yang lebih luas, juga meliputi pendapat para
pakar hukum dan tokoh masyarakat) dapat mempengaruhi pandangan masyarakat
tentang kejahatan dan pemidanaan ditempatkan sejajar dengan penerapan hukum
pidana dan upaya-upaya pencegahan kejahatan tanpa menjatuhkan sanksi pidana.
Dinyatakan juga olehnya, bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya meliputi
administrasi peradilan pidana, tetapi juga psikologi dan psikiatri forensik, sosial
forensik, dan statistik kebijakan, kejahatan dan pelaksanaan pidana. Sedangkan
pencegahan tanpa memidana meliputi beberapa kegiatan seperti kebijakan sosial,
kesehatan mental, kegiatan sosial, dan kesejahteraan anak, serta hukum perdata

dan administrasi.?

Berkaitan den
a. dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan met

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
dalam arti paling luas (sesuai pendapat Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan
resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari

masyarakat.

gan hal di atas, ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:?
ode yang menjadi dasar

Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam membahas ilmu pengetahuan
criminalscience),tidakdapatdihindarkan

tentang kejahatansecara modern (modern ’ : at -
tinjauan terhadap kebijakan pidana (penal policy), di samping kriminologi yang

2 Jbid,, him. 4.
1986, him. 113-114.

% Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
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mempelajari fenomena kejahatan dengan se.g.ala aspeknya dan hukum
menjelaskan dan menerapkan hukum Qosmf ¥ang pada haki
reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. ' l:la! ini sejalan dengan
Marc Ancel yang menyatakan b_ah.wa modern criminal science terdir Ndapyy
komponen, yaitu criminology, criminal lam'/, dan penal policy, Pena| o”.dé\ri g
suatu ilmu sekaligus seni yang pada_gkhlrnya mempunyai tujuan‘prakq-' adalah :
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secarg lebih baik g S Unty
memberi pedoman tidak hanya kepada pembu.at undang-undang, tetapi an Unty
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Ju_ga.hara,
Pada hakikatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukap|;
pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara
dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebiiakanh atif
pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa s uku ;
sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan kOmDr:h n
dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan 504 |Ensnfl. .
pembangunan nasional pada umumnya.*! Pendekatan sosiologi hukum pidan bea dan
antara lain untuk menilai sejauh manakah ketentuan pidana yang ada men data:\guk:a 7
kegunaan (efektivitasnya dalam masyarakat); sejarah hukum pidana dimaksudkan d§ N
memberikan pemahaman tentang perjalanan perkembangan pidana dan Pemidanap:t
dahulu hingga kini agar dapat dihasilkan hukum pidana yang lebih baik lagi dikEmUdia: =)
hari; sedangkan perbandingan hukum pidana dimaksudkan untuk mé_ngkaji hukum
pidana antara negara yang satu dengan yang lain agar dalam rangka Pembaharya,
hukum dapat diadopsi hal-hal yang lebih baik. : Wte
Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidanam-ga
berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana
yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.® Oleh karena
itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu -
waktu dan untuk masa yang akan datang.* Sejalan dengan itu, maka pemikian
tentang politik hukum dalam pengaturan kejahatan seksual terhadap perempuan
dan anak juga penting untuk dikemukakan dalam rangka mewujudkan peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi mendat'ang dahm
dinamika perkembangan masyarakat. e x

* Muladi, “Sistem Pemidanaan di Indonesia dan Prospeknya” makalah pada diskusi hukum yang diadalan
oleh FH Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 25 Mei 1988, him. 5. Dalam perkembangan klrimin‘.""simd-em' o
bukan hanya kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat yang menjadi perhatian utama, tetapi jugd masalah :
korban kejahatan yang dulu dilupakan dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. 551“

' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan....., op.cit., him. 23, 24. Marc Ancel menﬁﬂh"‘:; S
di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenal teknik petd I:d%
undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan We“g:aﬁ,;-’;

L

M pj
katnya

h Sema.
By
Yuridis porr o2

fepo.mena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjanafdaﬂ Phkﬁ.s-i"‘g:
knr:nmologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling bed:uvgma
saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, ya!tu ks

men'ghasllkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan ber
(garis bawah dari penulis),

2 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, op. Cit., him. 161. 5

" Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukurm
Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 93, 109. e
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sk S AK alilli =T

AeAan s peragen e 4Buncan
fal penggantt darl istiah pollcy yang oleh Sutan Ak

Ardhana diterjemahkan dengan 15l “kebllakan” Sedan ,,,.' a0 Arbi dan Wiyan
Mayer dan Ernest Greenwood, kebljakin (pollcy) ;“_mf‘"(“"ﬁ“"” {’;f?!_iilrtcr_n.t';imrr m,
keputusan yang menggariskan cara yang pi 5 fmuskan sehagal suaty

s ila vang pallng elektil dan paling efisien untul
mencapal suatu tajuan yang ditetapkan secarn kolekif, » GTI8len untuk

Dalam tullsan Ink yang dimaksud dengan kebljakan leglslatif falah <
perencanaan atau program darl pembuat undang-undang umm/'m.'ni Z ;:«d ' 'r“dfu
dilakukan dalam menghadapl problem tertentu dan cara b:l;l-‘i‘lm:um m"f'," v{‘;,”" ’fyf"'
melaksanakan sesuatuyang telah dironcanakan atau (llpr'npr'mnl/;m it ',’;,‘;n,;:,r;,',’:',m
kebijakan maencakup pengertian yang saling tall menall antara p.f'n'l]f'P:l!"m' :1' w
berorlentasi pada tujuan, pendekatan yang raslonal, pvndtek;nt:m’ "1"";”;”[- /;;ng
pragmatis serta pendekatan yang berorlentas! pada nilal,' Oleh Pilr'l-of)a ruli':m ?n.
berbicara tentang kebljakan hukum pidana (penal policy) dalam h.«];shnta}; ryun;
terhadap perempuan dan anak, maka perencanaan yang dimaksud dalam rll’r}llll:'s':l
di atas lalah perencanaan untuk memikirkan bagaimanakah seyogyanya p:-np",tu;,—m
tentang kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak pada n'rm':n rrlc:r;fi;nlt:sn;;.

dalam penslitian ini

Beberapa Kasus Tersebar

Dart penelitian yang pernah dilakukan Diyah Irawati, diperoleh beberapa kasus

kekerasan seksual terhadap perempuan sebagal berikut., o i
Seorang perempuan muda berusia awal dua puluban (sebut saja Marni
Pardede), dibawa ke Pusat Krisls Terpadu, RSCM, Jakarta, karena harus dirawat
akibat luka-luka yang diderita di wajah dan matanya. Setelah ditanpahi Marni
masih shock, dan menyatakan tidak memiliki siapa pun di Jakarta séhingga
ia ditampung di sebuah rumah aman milik Kalyanamitra Selama di rumah
aman, Marnl terlihat sangat bingung, takut, depresif, dan tertekan - dari hari
ke hari la cuma duduk diam dengan ekspresi kosong. Marni mengatakan sangat
takut jika suaminya menemukannya dan melakukan hal-hal yang menyakitkan
lagi, karena sang suami yang telah membuatnya luka parah. Bahkan, sebagai
akibat dari kekerasan yang dilakukan suaminya itu, salah satu biji matanya
tidak berfungsi lagl. Marnl, dengan kandungannya yang berumur lima bulan,
ditinggalkan tidak berdaya. Masa depan macam apa menunggu perempuan
semacam Marni? Dapatkah luka batinnya sembuh sepenuhnya?"’

Kasus lain adalah: A, seorang perempuan, Ibu rumah tangga berusia 33 tahun
seringkall mengalami siksaan darl suaminya, seorang pengusaha di rumahnya,
Penyiksaan darli pemukulan dengan tangan sampal dengan benda tajam.
Penyiksaan terjadi sejak awal perkawinan dan terus berlangsung setelah
kelahiran anak-anaknya (tertua berusia 9 tahun). Akibat dari penyiksaan selain
mengakibatkan luka pada tubuh hingga pengrusakan organ tubuh pada sekitar

W Barda Nawawl Ariel, Kebljakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjora.
Semarang: Badan Penerbit Undlp, 1996, him. 59,
" {bld.

% Ibid., him, 61,
" Diyah Irawati, “Penyelesalan Sengketa Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Budaya Batak

Toba (Studi Kasus Terhadap Perempuan Batak Toba DI DKI Jakarta),” Hasil Penelitian, FH Universitas
Trisakti, Jakarta, 2004, him, 69, 70,
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earmakin setling peryibsant tafjud; o,
fcdak mendapat bntian tediy M’_}‘f"l:flu;,}-,{,-
heberapa kall suat , '”"/f" “““i“"_Nihlrﬂmhm fuul,n,,yf.:::"f,;&_
Loberapa kall perempuas ini melarlkan ditk dan timah by g0
:\;l';livtljrr, selalu dapat (lllmmlkmf .-".l::m;lfi'/?";’ G”("T:t:'lu- -',tvr.fluHH g
bahkan sang suami juga er!'l}'.“”‘-"”r '“M‘/‘”."'L":! “ff af Ait) desgiggy, Qf’:? 5
sejenis rerhiadap anak permnplmm;{-ni -’ .:r'»lm_.t;'.r | uu’mumh iy "fia!vr;?’f’
merupakan pillhan yang paling -'-“'“»' '-}’: "“M— Ml’,':"/ﬂ. Patnerlksas mr.sdé-_;;"f
diri perempuan ini menunjukkan cedera yang dialaminga dapat ’!tqf'»g.;;;t;:'

keselamatan Jiwanya.'“

kretaris suatu perusahaan yang diphnpln olah 155, vy o
miliki anak-anak yang, seusia G, Hatalsh im#n!ﬁﬁ;nv}.‘,_s,
a5 di uar kota, B.5, meneruskan parcakagay, mm,.;;
bisnis di kamar C.R. hingga tengah malam, meskipun sesungpubinyga ia o h‘.!ru;:.f,”f
niat terselubung. Dengan rayuan yang manis, ia berhasil rerenggut lft_‘-p,vﬂ'm‘s SM:
dan berjanji akan mengawini C.R. Sebagal gadis yang lugd dan belum fims h#;;"{
diibukota, C.R. percaya akan Janji tersebut, apalagl 8.5 mengatakan sty W‘d.ffj
mengawini C.R., ia tidak akan memblarkan C.H. bekarja 1agl dan akar mt_*mii‘ff
kebutuhan hidup C.R. dan juga keluarganya di desa serta memberi biag, 'h{h'f:n
C.R. kemudian dijadikan nister! simpanan” dengan adanya akte peerkemingg, gt;'
diperoleh dengan mengelabui petugas pencatat perkawinan, Jika Ci {;f!-:(
bersedia memenuhi nafsunya, B.5. akan memaksa bahkan memperkos (}:
seperti perkosaan yang pertama kali dilakukannya terhadap C.R, 1,,,,,‘,1",%‘ "y
CR. memohon kepada B.S., untuk menentukan hidupnya sendir, tetapi 9;"'
mengancam C.R. apabila tidak kembali padanya, ia akan membunuh keluargs n
Dari B.S., C.R. melahirkan seorang anak laki-laki, tetapl anaknya tidak mendapatin
hak atas warisan B.S. setelah B.S. meninggal dunia.” |

nya (v;mlnn),
jarita karena
i memaksa i5t

organ reproduks!
ini semakin ment

/

Kasus ketiga: C.R. 5€
menikah dan telah mermill
lebih 2 tahun, usdi rapat dir

Dari beberapa kasus di atas, tampak bahwa kekerasan terhadap perempuan
sering dilakukan oleh orang dekat yang mereka cintal, dan cara melakukan kejahatan
tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak disadari oleh korban, karena disnggas
sehagai sesuatu yang biasa atau karena terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Integrasi Kebijakan Legislatif dalam Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap
Perempuan dan Anak

Lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan terhads
perempuan dan anak, serta rendahnya komitmen pemerintah untuk menyalesalkan
kasus-kqs 5 ini secara yurldis merupakan kondisi yang tidak hanya terfadi d
Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Fenomena yang memprihatinkan adalah

bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan sudah dlangkat sebagal tsu global”

:erlejata sempat kurang mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausd darl
etidakpedulian masyarakat terhadap masalah Inl. memerlukan pembahasi”

tersendiri, tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur soslal perSﬂl‘”‘ masyarahdt
" Ibid., hm. 72, 73, b &
" Ibid., him, 81-84, | .

“ Hal ini b . o

dfeas ':‘”;:":;ﬁf:m(ll.;hzm keputusan Konferensl Dunla IV tentang Perompuan patla tahun 10 b
di ant a;;n a‘ ! eljing Declaration and Platform for Action yang berlsl “12 areas of conceln: gun e
anya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan ‘ i SN
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tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan
masyzrakat merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.?

Pemberizn makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilaj
yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Tidak berbeda
hzlnya dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan, atau violence,
merupakan suatu konsep “whose meaning and content dep
itself,” seperti dikatakan oleh Michael Levi.2 Jerome Skolnick bahkan mengatakan
bahwa tindak kekerasan merupakan “...an ambiguous term whose meaning is
established through political process.” Apapun, bila dilihat dari bentuknya, tindak

kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan dan anak,
baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan dan anak.

Sejumlah pengarang lain, misalnya Alan Weiner, Zahn dan Sagi merumuskan
unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: “..the threat, attempt, or use of physical
force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or
more other persons...”* Rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung
untuk memberikan titik berat pada physical force. Namun ada pula pendapat
lain yang mengetengahkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan tidak
hanya dibatasi pada physical force, akan tetapi juga non-physical force, misalnya
psychological force, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan physical
force. Pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional,
misalnya sebagaimana dirumuskan dalam Platform for Action yang dihasilkan oleh
Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat di Beijing pada tahun 1995 yakni: “..Any
act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or
psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion
or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life...2*

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan
ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap
perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan
yang tercakup di dalamnya, oleh karenanya, merupakan kekerasan jasmani, seksual
dan psikologis dalam masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan
terjadinya oleh negara.

Sebagaimana dipahami, kekerasan seksual merupakan tiap-tiap perbuatanyang
mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan
hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki;
dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak
disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Secara umum dalam KUHP telah diatur mengenai kejahatan penganiayaan,
pembunuhan, delik susila, dan lain-lain, namun pengaturan tersebut hanya masalah

, serta nilai

pada dasarnya
ends on the society

% Diyah Irawati, Op.cit. him. 15, 16.

# Michael Levi (1994). Violent Crime. In The Oxford Handbook of Criminology, edited by Mike Maguire,
Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, him. 295-353.

# Neil AlanWeiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi, Violence: Patterns, Causes, Public Policy, Harcourt Brace
Jovanovich, New York, 1990, him. xiii et seq. '

» United Nations, The Beijing Declaration and The Platform for Action. UN Department of Pubclic
Information, New York 1996, him. 73.
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kekerasan fisik, dan tidak melindungi korban kekerasan itu sengirj, y,
perzinahan (Pasal 284 KUHP) + ¥aity;
perkosaan (Pasal 285 KUHP)

Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286, 287, 785
Percabulan (Pasal 289 s/d 294 KUHP)

Penghubungan percabulan (Pasal 295 s/d 298, 506 KUHP)
Pencegahan dan pengguran kandungan kehamilan (Pasal 299,534 5
Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281s/d 283’
s/d 533 KUHP) yang terdiri dari:

1. pornografi (Pasal 282 dst)

perbuatan cabul (Pasal 290 dst)

penganiayaan (Pasal 351 dst)

pembunuhan (Pasal 338 dst)

penculikan (Pasal 328 dst)

KUHp)

® mp o0 T @

35Ky
) 283 bis

) 532

nos W

Dalam kenyataannya, di samping kejahatan-kejahatan di atas sejumlah ting
kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan ;kibatn o nda
walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan :i ada~[ah
hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya: incest, marital rape, da "dekan
harassment. Tindak kekerasan non fisik yang dapat terjadi pada pere;n un ik
ada sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum (Pasal 310 glfrll(' ke
Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasal ini jarang digunakan untL;k me ltJ)HP)'
suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana. Kelahiran UU No. 23 Tahum 2awa
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mulai mengakorr:\ 304
penanganan terhadap kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga khusn?s "
den_gan korban perempuan, yang belum diatur secara rinci di dalam Kl’JHP Padf;yi
butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan pengertian dari kekerasan rumat; tangga
a'daiah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakiigat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ;;sikologis dan/
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perb'uatan,
pemaksaan, atfu perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
Lu?ah tangga“. Sedangkan pengertian korban, adalah: “Orang yang mengalami
uidear:;?:n:::éa;;?tjjua:;ai\ar?an kekerasa!n da_lam lingkup rumah tangga.” Dalam
patwa perlindinan, gadalahu‘c mengenai perllndun'ge?n terhadap korban kgkerasan,
S ol et d‘lslfgala upaya yang diajukan untuk memberikan ra_S?
Tl kejaksaany g di ?j kukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga s0si2h
perdasarken panars npenga I(lﬁn' atau pihak lainnya baik sementara ma‘("p?}"'
ini ditentukan bahwa kel?eenga Ila-m. - (Pasal 1 butir 4). Di.dalagg und‘ang-Un sk

rasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan g

sakit, j i

me‘r:‘g ajzitl;jz:]tkiank:ét:;ai Iuk;lberat; dan kekerasan psikis adalah- perbuatan V"::g
\ etakutan, hilangnya rasa percaya diri, hi emampuan -

bertindak, rasa tidak berdaya, dan at percaya diri, hilangnya kemamp eorang:

au ' iki ‘pada ses
Sedangkan kekerasan seksunl mel penderitaan psikis berat.pad

. . : l ‘
dilakuk puti: pemaksaaan hubungan seksud 1
an terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; pﬁem?-‘-‘f‘?a"-- '
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hubunga'n seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Di dalam.UU Np. 23 Tahun 2004 telah diatur mengenai hak-hak korban, yang
sebelgmnya h'dak diatur di dalam KUHAP, berupa: perlindungan dari pihak keluarga,
kepolisian, kejaksaaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara
maupun berdasafkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penangan secara khusus berkaitan
dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan
hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. Untuk kepentingan
pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja
sosial; relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual menurut KUHP dapat dilihat antara
lain di dalam Pasal 285 (maksimum 12 tahun), Pasal 286 (maksimum 9 tahun), Pasal 287
(maksimum 9 tahun), Pasal 288 (maksimum 4 tahun), Pasal 289 (maksimum 9 tahun),
Pasal 290 (maksimum 7 tahun), Pasal 291 (maksimum 12 tahun), Pasal 292 (maksimum
5 tahun), Pasal 293 (maksimum 5 tahun), Pasal 294 (maksimum 7 tahun), Pasal 295
(maksimum 5 tahun dan 4 tahun dan pemberatan ditambah 1/3 jika menjadi mata
pencaharian), Pasal 296 (1 tahun 4 bulan), Pasal 297 (maksimum 6 tahun). Sedangkan
dalam kaitan dengan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal
47 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan
hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling
lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau paling banyak Rp 300 juta. Jika
kekerasan seksual tersebut berakibat luka yang tidak dapat disembuhkan, gangguan
daya pikir/kejiwaan minimal 4 minggu berturut-turut atau satu tahun tidak berturut-
turut, atau matinya janin, atau menjadi tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau pidana penjara paling lama 20
tahun dan denda paling sedikit Rp 25 juta atau denda paling banyak Rp 500 juta. Dalam
pasal ini tidak diatur sanksi pidana jika akibat kekerasan seksual, korban mendapatkan
penyakit menular seksual, namun menimbulkan trauma pada masa-masa berikutnya.
Oleh karena masa perlindungan dan rehabilitasi juga tidak diatur jangka waktunya,
maka pelaku dapat saja mengingkari kewajiban menjalankan sanksi pidana tersebut,
tanpa sanksi yang tegas. Ada satu hal yang sering menjadi kendala bagi korban, yakni
bahwa ekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

sehari-hari, merupakan delik aduan, bukan delik yang dapat dituntut karena j.abamn.

Di samping pidana penjara atau denda, undang-undang ini memungkinkan pep;ntuhan

pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelakuyang bertujuan untuk menjatuhkan

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu dari pelaku; dan penetapan pelaku
n lembaga tertentu.

mengikuti program konseling di bawah pengawasa
UU No. 23 Tahun 2004 disusun berdasarkan asas penghormatan hak asasi
manusia, keadilandan kesetaraan]ender,nondlskriminasl,dan perlindungan korban.

Di samping itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah
segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam
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: ekerasan dalam rumah tangga, dan mepme.
rumah tangga, menlnd:‘;;eglika‘f,;onis dan sejahtera. Namun disa‘l’anskannle,:z:g
keutuhan rumaht_an?dgana masih mengacu pada KUHP, yang d.apat memmbulka‘
perumusan sanksi p sangat tajam, karena perumusan sank5|.p|dana dalam WUy n
disparitas pidana Vaflhg memakai sanksi alternatif (pl(_ia.na pPenjara atay denda), &
23 Tahun 2094 fnili(:'kerasan diancam dengan strafminima khusus: rr.lelainkan masi:
tidak semua jenis ksi pidana maksimum umum. i."erumusan sanksi pidana Sepertj,.
menggunakan S'anb Ikan ketidakadilan, apalagi jika kf)rbanpya adalah pe’empuan
sering kali menmj3 nuseperti tersebut di atas, dapat saja hgklm menjatuhkgp, Pidan,
Denjgaar: sj::r:gudsari satu tahun dan tanpa menjatuhkan pidana denda,

pen

' dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentan
AnakK?;?rtltlt.JlaScZa??sg gﬁ&:\r 2014 tentang. Perubahan Atas UUh go,
tentang Perlindungan Anak juga ternyata tlda‘k cukup mlt(er:]c;gtaerh a:
kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku kejahatankzg §d a
akan tidak memiliki ketakutan akan mendapat sanksi pidana yang
melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam kaitan dengan penanganan kejthata.n seksual terhada |
anak, patut dicatat sikap dan rekomendasi darl'Komnas Perempuan bahwg Negara
harus menunjukkan “sense of urgency” bahwa isu ke!cer.asan seksual sudah dalam
kondisi darurat dan agar DPR Rl dan DPD RI memprioritaskan RUY Penghapusan
Kekerasan Seksual sebagai prioritas utama, agar DPR Rl pada periode ini punya
warisan dan jejak jelas pada penghapusan kekerasan seksual di Indonesia » Namun
hal ini juga belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Di dalam RUU KUHP Baru Tahun 2015 dapat dilihat bagaimana perkembangan
kebijakan legislatif tentang kejahatan seksual, antara lain dalam pasal-pasal berikyt.
Pasal 491
(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut:
laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, tanpa persetujuan Perempuan tersebut;
laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan
Persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai
melalui ancaman untuk dibunuh atay dilukai; :
laki-laki yang melakyk buhan dengan perempuan, dengan
Persetujuan perem karena perempuan tersebut percaya
bahwa laki-|aki tersebut adalah syami

0,

B Perlingyp

23 Tahyp 2582
Menanggulang;
ap anak Seakap.
berat apabila j

P Perempuan gy,

b.

an persety

_ aminya yang sah; ,
& laki-laki yang melakykan Persetubuhan dengan perempuan yang berusia
di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
B lakilaki yang melakukan Persetubuhan dengan perempuan, padahd!
dlke;jtahm bahwa Perempuan ters  pir
erdaya

Aoty k-
ebut dalam keadaan pingsan atau tida
® Pernyataan o 4 b st
Yataan Sikap Komnas Perempuan Atas Kasyg Kekerasan Seksual, Loccjt, -
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(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalarn anus
perempuan; atau

b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan

aan, jika dalar keadzzn

2tau iyt

bagiar
tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan,
(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491

mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinyz orang rmak
pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singizt 2
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Y

Pasal 492
Setiap orang yang dengan kekerasan atauy ancaman kekerasan rnemzlc
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinyz perbuztan
cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,

-
-

Pasal 493
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketzhui crang
tersebut pingsan atau tidak berdaya;

b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui
diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau

c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berurnur 12
(delapan belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilzkukan pada

dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinzn, dengan
orang lain.

tahun setizp orang

atau patut

Pasal 494
(1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 dan
Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat
tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 dan
Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat

tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 495

(1) Setiap orang yang melakukan
sama jenis kelaminn
18 (delapan belas
(sembilan) tahun,

(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika

perbuatan cabul dengan orang lain yang
ya yang diketahui atau patut diduga belum berumur
) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9
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bl sehagaiana dimakeid pada ayay (1) il

tay seks anal atau sefmua bentuk pf‘-”(?"ll?q:' 3 gy
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ug, Mon,

peruataf €4
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belm
b by,

| il lakuan by My
melakukan perbuatan cabul atau persetububan deng

e g .

annya atay a’ngm' Hﬂ?llk

eradap dirirya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan Pidan ity

Pasal 497

(1) Setiap Grang, yang, melakukan perbuatan cabul dengan anak Kanduyng

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahup, i

(2} Getiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau Persetubuhan gop

" anak tiringa, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasanny, fan
dipercayakan padanya untuk diasub, dididik atau dijaga, at Yan
pembanty rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipid
pidana penjara paling larna 9 (sembilan) tahun,

(3} Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya g,
dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk difaga;
atau

b, dokter, gury, pegawal, pengurus, atau petugas pada lembaga
pernasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah
pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit Jiwa, atau panti
«osial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan
ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

u dengg,-,
ana dengaq

Dari beberapa pasal tersebut, tampak adanya perkembangan dalam kebijakan
hukum pidana dari pengaturan terdapat di dalam KUHP dan UU No, 23 Tahun 2004
dibandingkan dengan yang terdapat di dalam RUU KUHP Tahun 2015, antara lain
pada perluasan norma, adanya sanksi pidana yang diperberat, dan pengancaman
sanked pidana yang mempergunakan strafminima khusus. Namun masih tampak
adarvys sanksi pidana yang serupa dengan yang diatur di dalam KUHP.

Mengingat berbagai kasus kejahatan seksual yang menimpa perempuan dan
anak belakangan ini, kiranya perlu diperhatikan bukan hanya pengaturan tentang
indakan represif melalui upaya penal, tetapi juga penggunaan upaya non pe'::,;
F’f’”"'("’/"h?’” dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendﬁk"’"m '
Integral, adi keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut po i
kriminial, bebijakan paling strategis melalul sarana non penal karena ‘bersris
presentif dan kebijakan penal mempunyal keterbatasan (bersifat fragmentar

€ St ‘ an
sirplistis/tidak struktural fungsional, simptomatik/tidak kausatif/tidak elimit
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(tihah menghilangkan tul\'lm I\"ullnlnﬂuun). individualistik/offender — arlented
(herntientasl pada pelaku)/tidak victin orlented (Hdak herorlentasi pada korban),
herifat reprosdl harvis dliukang infrastoakine dengan biaya tinggi), Hal inl akan
LGS Q\m{u tarcapalinya TN pamidanaan itu sendirl,

Adapun Wjuan penidanaan yang diatar dalam KU EUNP Tahun 2015 terdir dari:
mencegah dilakukannya tindak pidana  dengan menegakkan norma hukum
denl pengayoman masyarakat;

3 memasyatakatkan terpldana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

arangs yang baik dan berguna;

1. menyelesalkan konflik vang  ditimbulkan — oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damal dalam masyarakat; dan

4. membaebaskan rasa bersalah pada terpldana,

Tujuan pemidanaan yang bersifal Integral merupakan perpaduan antara kebijakan
penal dan non-penal dalam menanggulangl kefahatan, sehingga kedua kebljakan
tersebut harus diformulasikan secara cermat sebagal suatu kebijakan legislatif,

Penutup

Sebagal penutup  dapat dikatakan bahwa keJahatan seksual terhadap
perempuan dan anak yang terjad! di ndonesla akhir-akhir Infmemerlukan pemikiran
dan penanganan yang serlus darl berbagal plhak, Hal tersebut mencakup formulasi
politik hukum pldana, aplikasl peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
eksekust terhadap tndak pidana yang terbukt dalam persidangan.

Kebljakan leglslatil dalam  penanggulangan  kejahatan seksual terhadap
perempuan dan anak dapat dilakukan melalul reformulasl norma dan sanksi melalui
sarana penal, dan reformulasl terhadap sarana non penal, Pendekatan non penal
dilakukan melalul berbagal upaya antara lain dengan mengefektifkan fungsi dan
peran medla massa untuk mempengaruhl pandangan masyarakat tentang kejahatan
dan penerapan hukum pidana dan upaya-upaya pencegahan kejahatan. Di samping
itu, langkah-langkah pencegahan tanpa memidana juga dapat dikembangkan
melalui peningkatan hal-hal yang termasuk dalam kebijakan sosial, kesehatan
mental masyarakat, memperluas aktivitas soslal, dan memajukan kesejahteraan
dan pendidikan anak.
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